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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian Bantuan Hukum saat ini belum 

menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena 

adanya keterbatasan pelaksana Bantuan Hukum 

sehingga diperlukan peran Paralegal untuk 

meningkatkan jangkauan pemberian Bantuan Hukum; 

b. bahwa untuk memenuhi kualifikasi Paralegal dan 

pemberdayaan Paralegal dalam pemberian Bantuan 

Hukum perlu diatur secara khusus dalam peraturan 

perundang-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan 

Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5248); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara 

Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5421); 

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84); 

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan 

Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2130); 

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 

30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN 

HUKUM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada 

Penerima Bantuan Hukum. 

2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan 

hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi 

layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  

3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok 

orang miskin. 

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

5. Badan Pembinaan Hukum Nasional yang selanjutnya 

disebut BPHN adalah unit utama yang menjalankan 

tugas, fungsi dan wewenang di bidang pembinaan hukum 

nasional pada Kementerian Hukum dan HAM. 

 

Pasal 2 

Paralegal yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan 

Paralegal yang melaksanakan pemberian bantuan hukum dan 

terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum. 

 

Pasal 3 

(1) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum 

secara litigasi dan nonlitigasi kepada Penerima Bantuan 

Hukum. 
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(2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan 

Hukum berhak melakukan rekrutmen Paralegal sebagai 

pelaksana Bantuan Hukum. 

(3) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Paralegal di 

luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika: 

a. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum 

tidak mencukupi dalam menangani perkara; 

dan/atau 

b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah 

tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum. 

 

BAB II 

PELATIHAN PARALEGAL 

 

Pasal 4 

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. warga negara Indonesia;  

b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;  

c. memiliki pengetahuan tentang advokasi masyarakat; 

dan/atau 

d. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi 

Bantuan Hukum. 

 

Pasal 5 

(1) Paralegal yang telah terdaftar pada Pemberi Bantuan 

Hukum memperoleh kartu identitas yang diterbitkan oleh 

Pemberi Bantuan Hukum. 

(2) Kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 

diperpanjang. 

(3) Pemberi Bantuan Hukum mendaftarkan Paralegal 

sebagai pelaksana Bantuan Hukum kepada BPHN 

melalui sistem informasi database Bantuan Hukum. 
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Pasal 6 

(1) Paralegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berhak 

mendapatkan pelatihan Paralegal. 

(2) Pelatihan Paralegal dilaksanakan untuk meningkatkan 

kualifikasi Paralegal dalam memberikan Bantuan 

Hukum. 

(3) Kualifikasi Paralegal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) meliputi:  

a. kemampuan memahami kondisi wilayah dan 

kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat; 

b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat 

dalam memperjuangkan hak asasi manusia, dan 

hak-hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan 

c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa 

pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat 

lemah untuk mendapatkan haknya. 

 

Pasal 7 

(1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

diselenggarakan oleh: 

a. Pemberi Bantuan Hukum; 

b. perguruan tinggi; 

c. lembaga swadaya masyarakat yang memberikan 

Bantuan Hukum; dan/atau 

d. lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya di 

bidang hukum.  

(2) Dalam menyelenggarakan pelatihan Paralegal, 

penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah 

daerah atau pihak terkait lainnya. 

(3) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus membentuk unit khusus yang menangani 

penyelenggaraan pelatihan. 

(4) Penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) melaksanakan pelatihan Paralegal setelah 

mendapatkan persetujuan dari BPHN. 
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